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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek
Sebagaimana  telah diketahui, bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah telah disetujui. Otonomi Daerah, diharapkan  Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mampu mengelola dan memberdayakan dirinya sendiri, baik dari segi pendapatan, sumber daya manusia serta perencanaan (kebijakan) pembangunan dengan tidak mengenyampingkan Norma-norma dan Aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Untuk melaksanakan Amanat Undang-undang No.22 Tahun 1999 tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan Peraturan daerah No.11 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daaerah kabupaten Tangerang Dalam Perda No.11 Tahun 2000 tersebut secara jelas dan rinci tersurat mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas/Instansi/Lembaga teknis dan Sekretariat daerah termasuknya di dalamnya Kecamatan. Dengan adanya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Perda kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000 tersebut. Jelas sekali bahwa fungsi dan status Pemerintah kecamatan menjadi berubah, dari yang semula Pemerintah Kecamatan sebagai Perangkat Wilayah (UU No.5 Th 1974) berubah menjadi Perangkat Daerah (UU No. 22 Th 1999).
Dengan berubahnya status pemerintah Kecamatan dari perangkat wilayah menjadi perangkat daerah, maka tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan pun berubah dan mengikuti/sama seperti Dinas/Instansi/Lembaga Teknis yaitu sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan, berkaitan dengan hal tersebut agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan efektif dan efisien, maka Pemerintah daerah (dalam hal ini Bupati) sudah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada kecamatan (berdasarkan pasal 66 ayat 4 UU No.22/99) yang dituangkan dalam keputusan Bupati No.3 tahun 2002.
Sebelumnya keluarnya Keputusan Bupati No.3 tahun 2002 (tentang penyerahan sebagian kewenangan kepada kecamatan) Perangkat kecamatan hanya melaksanakan tugas-tugas (Administrasi) yang telah ditetapkan dari tingkat Kabupaten, namun dengan adanya keputusan Bupati tersebut, maka perangkat Kecamatan mau tidak mau, suka tidak suka harus mampu merencanakan, menggerakkan, dan melaksanakan serta mengevaluasi [rogram kerjanya, dalam rangka melaksankan sebagian kewenangan Bupati yang sudah diserahkan kepada Kecamatan. Maksud dan tujuan dikeluarkan Keputusan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayaan kepada masyarakat.
Untuk melaksanakan sebagian kewenangan Bupati segala keuangan untuk pembiayaan Kecamatan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tangerang.
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah  yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah ditentukan bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan, yang bukan merupakan konsekuensi ada atau tidak adanya suatu program atau kegiatan.
Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan, dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
Anggaran Belanja Tidak Langsung Daerah merupakan pengeluaran-pengeluaran yang setiap tahunya dilakukan oleh perintah daerah guna membiayai organisasinya sehari-hari dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah.
Adapun penulis melakukan kerja praktek di akhir semester VI ini adalah untuk memenuhi syarat persiapan sidang ujian akhir.
Berdasarkan uraian ditas penulis merasa tertarik untuk mengetahui mengenai Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung, maka laporan kerja praktek ini penulis mengambil judul “ REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA  KECAMATAN CIKUPA”

1.2.  Tujuan Kerja Praktek
Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini yaitu untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada  Kecamatan Cikupa.
2. Untuk mengetahui Pengawasan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada  Kecamatan Cikupa.

1.3.  Kegunaan Kerja Praktek 
Kegunaan dari kerja praktek ini antara lain :
1. Kegunaan bagi penulis
a) Dapat mengembangkan wawasan berfikir serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen keuangan terutama mengenai  Anggaran Belanja Daerah.
b) Memperoleh pengalaman bekerja di instansi pemerintahan terutama berkaitan dengan Anggaran Belanja daerah.
2. Kegunaan bagi perusahaan
Dengan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai masukan bagi perusahaan.
3. Kegunaan bagi pihak lain
Sebagai bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan bagi pihak yang membutuhkannya.




1.4.  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, di lakukan pada Kecamatan Cikupa yang berlokasi di Jl.Raya Serang Km. 15 Cikupa, Tangerang.
Waktu yang diperlukan oleh penulis selama melaksanakan kerja praktek ini yaitu selama satu bulan terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009. Kerja praktek ini berlangsung dari hari senin sampai dengan hari jumat dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
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